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BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 é\ 2011

PERATURAN WALIKOTA @Aﬁ@l
NOMORG6 TAHE @Q

TENTAN %
PEMBENTUKAN ROTA, @I
PADA DINAS PENDIDIKAY @ ABUMI

Menimbang : bahv@bagm %wa ak lanjut Ketentuan Pasal 61
P Dae ota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008
tukan dan Susunan Organisasi
angka%P érah Kota Sukabumi, maka perlu
n\Peraturan Walikota Sukabumi tentang
e n UPT Kota Vokasi pada Dinas Pendidikan
K ukabumi;

Menging@ : Undang—Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
@ Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16
dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.........

2
O




2.

@

-

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Und#gg Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Képégaywaian (Lembaran

i unM 999 Nomor 169,

Rep Indonesia
Nomor 3890);

DA
Undang—Undang@\ 32 TaMin 2004 tentang

Pemerintahan Dae (Lem Negara Republik
hy r 125, Tambahan
donesia Nomor 4437)

tentang Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia Tahun 2008

Un ﬁ% ndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pe gan Keuangan antara Pemerintah Pusat
an

emerintahan Daerah (Lembaran Negara
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

omor 4438);

@N mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Q,

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah..........
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah No 07 tentang
Organisasi Perangkat ( n Negara
Republik Indone51a 0 omor 89,
Tambahan Lemb a No <;41

8. Keputusan Pres1d omor ahun 1999 tentang
Rumpun ]ab ungsm awai Negeri Sipil;

9.

'4 abum1 Nomor 7 Tahun
engun gan Peraturan Perundang-
emb. Daerah Kota Sukabumi Tahun
10,84 an % Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun
N

rusan Pemerintahan Kota Sukabumi
% mb aerah Kota Sukabumi Tahun 2008
No

7

08 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
rangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran
aerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

11 %% an Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun

@@

Memperhatikan :  Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2008
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi (Berita Daerah
Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN..........




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PEMBENTUKAN UPT KOTA VOKASI PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI.

Dalam Peratura@ota @ dimaksud dengan :
1. Daerg}l a@ Kota Ssb:umi.

2. Ke%@aerah @ Walikota Sukabumi.
3. dal s Pendidikan Kota Sukabumi.
N e
Su

pala @ adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota

@1.
§ @;5 %ek ris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan

ta Sukabumi.
@ nit Pelaksana Teknis Kota Vokasi yang selanjutnya

@ disingkat UPT Kota Vokasi adalah Unit Pelaksana
Teknis Kota Vokasi pada Dinas Pendidikan Kota
Sukabumi.

7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Kota Vokasi pada
Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.
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Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan
tertentu.

Kota Vokasi adalah pusat ajaran kejuruan,
sebagai instalasi yang d , unakan untuk

melakukan perakitan p dan/ pelayanan
jasa lainnya yang dl@a gEwa Sekolah
Menengah Keju gga mampu
menjadi penyed dga k r]a berkuahtas dan
menjadi pusat produKsi ba dan jasa terpadu
baik skala I, regl nasional maupun
internasiona@ %

i g Vokasi adalah tim yang

atas pelaksanaan program
Vokasi sebagai instalasi yang
untuk melakukan perakitan

e dar u pelayanan jasa lainnya yang
1ila uksiswa SMK.
@ BAB 1II

@ PEMBENTUKAN
@ Pasal 2

@Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Kota
Vokasi pada Dinas.

BABIII.......



BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal @ @
UPT Kota Vokasi adalah pis ksangs teknis pada
é;a ,

Dinas di bidang penge ¥ Jdan pen¥embangan pusat
pembelajaran kejuruan, penyedia te kerja berkualitas,
dan sebagai pusat produksi baran jasa yang dipimpin
oleh seorang .<@'

y% rada di bawah serta
sPada a inas.

Y
@ Ba@ Kedua
@ Q@@as Pokok

@ Pasal 4
%@ta C{%l mempunyai tugas pokok melaksanakan
tekégs ?3

ada Dinas di bidang pengelolaan dan

gemban pusat pembelajaran kejuruan, penyedia
% nag ja berkualitas, dan sebagai pusat produksi barang
@ Bagian Ketiga

Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, UPT Kota Vokasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan.........



a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam bidang
pengelolaan dan pengembangan pusat pembelajaran
kejuruan, penyedia tenaga kerja berkualitas, dan sebagai
pusat produksi barang dan jasa;

b. penyelenggaraan kegiatan teknis\ \administratif dan
pelaksanaan pelayanan umum sefta peygawasan bidang
pengelolaan dan pengembangan \pusatpembelajaran
kejuruan, penyedia tenaga ke uali an sebagai

pusat produksi barang da ]@

/ &
c. pembinaan terhada@uh peraifgkat UPT Kota
Vokasi; dan
d. pelaksanaan tug@yan
Q

@ %}3 v
@ SUI ORGANISASI

@ Pasal 6

unaz@%anisasi UPT Kota Vokasi, terdiri atas :

e UPT;
pala Tata Usaha;
lompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi UPT Kota Vokasi sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

aQ

an oleh atasan.

BABV........
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BABV
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT KOTA VOKASI

Bagian Pertama
Kepala UPT § ;
Pasal 7
(1) Kepala UPT mempunyai t 8Gai ber:bkﬁ\' t:

a. membantu Kep inas a;am pelaksanaan
tugasnya di bidang pengelo an pengembangan
pusat pembeldjaran kejur enyedia tenaga kerja
berkualitas, dan .\“ t produksi barang dan
jasa; @ Q

Y

q%wasi, dan  mengendalikan
Koy 'Vokasi yang meliputi bidang

% me, program kerja dalam rangka pelaksanaan

@ tu a,
QQ> da< %elaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
@ nas/instansi/lembaga lainnya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas;

2e. membina dan memotivasi seluruh pegawai di
lingkungan UPT Kota Vokasi dalam upaya
meningkatkan produktivitas kerja;

f. menyelenggarakan = pembinaan  teknis = dan
administratif di  bidang  pengelolaan  dan
pengembangan pusat pembelajaran kejuruan,
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penyedia tenaga kerja berkualitas, dan sebagai pusat
produksi barang dan jasa mengkaji dan menyiapkan
bahan penetapan kebijaksanaan;

g. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan
kebijakan Kepala Dinas di bidang pengelolaan dan
pengembangan pusat pemkKelgjaran  kejuruan,
penyedia tenaga kerja berku an sebagai pusat
produksi barang dan jasa;

mengkaji dan mengus@r o e di bidang

pER gan @%t pembelajaran

j {ia aga kerja¥ berkualitas, dan
sebagai pusat prodirks aran njasa;

tim@kepada Kepala Dinas

3 elol pengembangan pusat
2 ke]uru penyedia tenaga Kkerja

ber % dan s@gal pusat produksi barang dan

2SO

rtan jawabkan tugas UPT Kota Vokasi

j-
ra adii{(8itratif kepada Kepala Dinas melalui

kre’g
@ anggungjawabkan tugas UPT Kota Vokasi

operasional kepada Kepala Dinas melalui
%pala Bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;

i

1.Y melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

=

i. memberi sa

di bldan

%)

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh :

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua.........
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Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8

(1) Subbagian Tata Usaha dipimpi seorang Kepala,

mempunyai tugas membant @ bertanggung jawab
kepada Kepala UPT dalam hals
<
a. pelaksanaan pen aan_pelaya rusan umum,
kepegawaian, da uggan;

penyiapan b

>

ae)
[¢]
=}

yus rencana kerja UPT

0)

ke ala UR

d. anaan haraan sarana dan prasarana di
nga .l‘ “Kota Vokasi;
@meli a¥d4dn kebersihan, keamanan, dan ketertiban
dilj ngan UPT Kota Vokasi;
@ e unan bahan laporan kegiatan UPT Kota
Q@Okasi; dan
@ @pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
@Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu
oleh :

Kota Vokas %
c. peny@§a@1an rendasi untuk disampaikan

(&)

a. Pengelola Administrasi Ketatausahaan; dan
b. Pengelola Sarana dan Prasarana.

BABVI.........



BAB VI
ESELONERING

Pasal 9

Eselonering pada UPT Kota Vokasi a alﬁ[;\\ sebagai berikut :

a. Kepala UPT adalah jabatan Es a;
b. Kepala Subbagian Tata Us abselon IVD.
Q
B il :

KELOMPO ATAN SIONAL

@
% an Fupgsional mempunyai tugas pokok

(1) Kelompq

melaks nakan” seb. kegiatan UPT Kota Vokasi
secara esion. i dengan kebutuhan.
ok ]a Fungsmnal sebagaimana dimaksud
a alam melaksanakan tugas pokoknya

tanﬁ;awab kepada Kepala Dinas melalui Kepala

Pasal 11
@ mpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di
lingkungan UPT Kota Vokasi.
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(3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA §;
Bagian Pert@ 2 :
U“@i) o
@ 7

(1) Dalam pelaksan ugasnya Kota Vokasi wajib
menerapkan ggséit\z k% si, integrasi, dan

rti

sinkronisasi k@n orizontal.

(2) Setiap an pada UPT Kota Vokasi wajib
memi dan @ gkoordinasikan = bawahannya

masiyfg-nasing (g memberikan bimbingan dan
peja petunjul>~"bagi  kelancaran  pelaksanaan
S
tan jawaban pejabat fungsional sebagaimana

timakéqd Ndalam Pasal 10 ayat (2) pelaksanaannya

melglurSekretaris Dinas atau Kepala Bidang pada Dinas
s bidang tugasnya.
@ Bagian Kedua

@ Pelaporan

Pasal 13

Q&

(S

(1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
Pengelola wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-
petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan
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masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada
waktunya.

(2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
Pengelola di bidang tugasnya masing-masing

berdasarkan koordinasi dan petur%kn's.

(3) Setiap laporan yang diterima i bawahannya, oleh
pimpinan wajib diolah dan dipergunaka = gai bahan
penyusunan laporan lebih .

Py
(4) Ketentuan mengen jehis Japofan dan cara
penyampaiannya  be oma pada  peraturan
perundang—und@ang be :
ONn
Y
% Hal Bérhalangan
Q@@asal 14
1) al K PT tidak berada di tempat Kepala
gian saha mewakili Kepala UPT.
@ala alfikepala UPT berhalangan dalam menjalankan
§; tugasnya;~Kepala Daerah menunjuk pelaksana harian

d alah seorang Pejabat Struktural di lingkungan
@ ntuk mewakilinya.

@ BAB IX

KEPEGAWAIAN

=

Pasal 15

(1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
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Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan,
pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Kepala
UPT dibuat oleh Sekretaris Dinas.

Kepala UPT wajib membuat{ \Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3 \ Daftar Urut
Kepangkatan (DUK) pegawd

hi ) ngan UPT
Sekolah setiap tahunnya ¢ de peraturan
perundang-undangan yan / S
Kepala UPT menyia@enyusuna; daftar pegawai
yang akan dididik baik alam pun di luar negeri

untuk disampai kepada a Daerah melalui
Kepala Dinas. %
Ketentua@%an lairsn genai kepegawaian diatur

sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku: @
@ @ BAB X

% éETENTUAN PENUTUP

@ Pasal 16

] n lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan
Seady ran Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Penetapan susunan personalia serta tugas dan fungsi Tim
Pengembang Kota Vokasi diatur dan ditetapkan kemudian
oleh Kepala Dinas.
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Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan  Walikpta ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daer

e,

a nggal aret 2011

LIKO@SUKABUML
xS
; 3% M(&{ MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabu§@ QE}@

Pada tanggal 29 Maret

D &
2 &

MOHAMAD MU
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 6



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN UPT KOTA VOKASI
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA
SUKABUMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT KO@OKASI

| KEO\?@
()

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSI(@\

]

[ PENGELOLA
@ L

@ Sukabumi, 29 Maret 2011

WALIKOTA SUKABUM]I,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR



